
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALI3I
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 7 IEH[,'N 2013
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSID.I DIFiN I]ANTUAN

KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN PENDAPATANI DAN BELANIJA III\EMH

Menimbang

PROVINSI GORONTALO

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

GUBERNUR GORONTALO,
:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ;ryat (3) Fenaturern Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengerlolaan rKeuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 darr mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 32 Terhurr 21111, perlu
mengatur tata cara pemberian dan pertanr3gungjawaban su,bsidi dan
bantuan keuangan yang bersumber dari l\nggaran Pernrdapatan clan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahr.rn :201:ii tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor lz Tahun 2111,3 tenr:ang Tata
cara Pemberian dan pertanggungjawaban subsidi ctan Bantuan
Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Gorontalo perlu disesuaikan dengan lletentuan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ctimerksu,J dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Guber.nur (.lorontalo
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun
2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjarruabern Subsidi
dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapratan dan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

: 1. undang-Undang Nomor 8 Tahun 1gB5 tenttnr] crrganisasi
Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indoner;ia Talrrun 19g5
Nomor 44, Tambahan Lembaran Ner;ara Republill Indonesia
Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukarn provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20013 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4060);
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3.

4.

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Ke:uan1;an Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2011:3 ltlomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor zt}B2)i

undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 terrtang perbendlaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal'run Z0A4 Nr)rrtclr 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun ir_OA4 tentan,g F,emeriksaarr
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lelrnberran Negar;r
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,'Tambaharr Lr:mbaran Negar;r
Republik Indonesia Nomor aa00);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pernerrintahan Daerafr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republill Indonesra Nornor 4437',1
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelduer Atas undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenrrang pemr:rinrlahian Daeral'r
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun :1008 r\romor 59,,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.B4,ll;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinrberngan Keuanganr
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {'Lernlbaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lz6, Tanrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tr:ntang sistim Jaminan sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2r3rl4 l\lomor 150.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nornor 44I;r5);
undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 terntang Ker;ejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2l0c)g) t,lomor !2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcrnesia Nomrlr 4961,'.\;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembrenl[ukalr Peraturan
Penundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonelia Tahun
20Lr Nomor 82, Tambahan Lembaran lllegara Rr-.prrlllik Indonesia
Nomor 5Ba);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tr:niltng Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2005 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik ltndonesia Nc,nrorr575);
Peruturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones;ia Tarhun 2005
Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonnor 4578);
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Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terntang Fembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah KabupateniKota (Lembaran l\egara Republitl
Indonesia Tahun 20A7 Nomor 82, Tambahiln Lembarern Neg;rra Republil,l
Indonesia Nomor 4737);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 4r Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reptrbfik Indonesia l-,ahun 2OA7'
Nomor 89, Tambahan Lembaran Nergara Repubrik Indonesier
Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Starndar Akuntansii
Pemerintahan (Lembaran Negara Republlik Indontlsi,a T,lhun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran r\egara Republik Indonesia
Nclmor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 20rt tentilng 'Tata 
Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah ,(.Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nonrror 23, Tambrahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SZAZ);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah sebagaimana te,lah beberapa l,.:illi diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomror 70 Tahurr 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 54 T,ahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :nbagaimarra trelah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nr:qeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturiln t4errl.eri Dalam
NeEeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun ,201i tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Siosial yanr; lbrersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Percturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolraan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 l\omor 03
Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUMN GUBERNUR NOTVIOR 7 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMBERTAN DAI{ PERTANGGIJNGJAWABAN
SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BEI{SUMBER DITFII ITINGGARAU
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINISI GOROMAL.C)
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Ketentuan dalam

Cara Pemberian

Yang Bersumber

Gorontalo (Berita

sebagai berikut :

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor ,Z Tahun 2CI3 te,rrtang Tata

dan Peftanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan

Dari Anggaran Pendapatan clan Belanj:r Daerah provinsi

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 07) diubah

1. Pasal 22A berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
(1) Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah, Grubernur dapat nrramberikan

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus setiap tahun anggararr dan/atau
sepanjang dibutuhkan kepada Kabupaten/Kota dalam rernglka rnenduk,ung
program dan kegiatan nasional, serta progritm dan kegiat6n prov,insi
yang bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi namLin dengan
keterbatasan kemampuan keuangannya belum dap;lt di rjanai oleh
Kabupaten/kota.

(2) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang terrlebih dafrulu rnr:netapran
APBD/Perubahan APBD dan belum mengang(;arkan B,anlcuan Keuangan
yang bersifat Umum/Khusus, maka pemerintah Kabupaten/l(ota agar
menampung dan menyalurkan bantuan keuangan y'ang bersifat
umurn/khusus tersebut dan selanjutnya dicatat dan ,Jilaporkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai br:ril<ut:

Pasal 26
(1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat rnela,kuliln proses

pencairan dana setelah menerima permrohonan perrcairan dana dari
pemerintah ka bupaten/kota.

(2) tlantuan Keuangan yang bersifat khrusus kepada kecamatan,
llelurahan/desa agar melampirkan rekornendasi berupil pelrsetujuan
besaran yang akan ditransfer berdasarkan penilaian cliln daftar
penerima dari SKPD teknis Provinsi yang trertanggurrgjawatl terha<lap
pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah keciamatan cJan
kelurahan/desa atas persetujuan PPKD.

(3) Proses pencairan ditandai dengan penandatar'tganan kwitansi
prencairan dana dan administrasi lainnya yang cligunakan dalam
trroses pencairan.

(4) Peruntukan, besaran
dalam Keputusan
Pemberiannya.

sefta Pencairan dana akan cliaturr lebih larrjut
Gubernur, dan atau Peturn'iuk Tekhnis'
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(5) Pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat umunr dlan/atau khusus
dilakukan dengan mekanisme pembilyaran larrgsung (LS) dari
rekeninig kas daerah Provinsi ke rekeninrg kas daerah l(abupeten/Kota
penerima.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangEal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mu.merintahkrn pengtundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita lDaererh provinsi
Gorontalo,

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 1Z
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